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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang Masalah 

Partisipasi politik warga negara merupakan unsur fundamental yang 

menentukan legitimasi dan keberlanjutan suatu pemerintahan. Di Indonesia, 

sebagai negara yang menganut sistem demokrasi elektoral, partisipasi dalam 

pemilihan umum menjadi indikator utama dari keterlibatan masyarakat dalam 

proses politik. Partisipasi politik berkaitan dengan hubungan antara kesadaran 

politik dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Oleh karena 

itu, partisipasi politik memiliki keterkaitan yang erat dengan konsep demokrasi 

dan legitimasi. Ketiga elemen ini saling berhubungan dalam kerangka yang 

kuat. Dalam konteks demokrasi, partisipasi politik memengaruhi tingkat 

legitimasi masyarakat terhadap jalannya pemerintahan (Arniti, 2020). 

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Jakarta, misalnya, sering kali tidak 

hanya dimaknai sebagai kontestasi politik lokal, tetapi juga sebagai miniatur 

dari pemilu nasional. Kandidat yang tampil di Pilkada Jakarta biasanya 

mendapatkan sorotan nasional, dan keberhasilan di Jakarta kerap dijadikan 

indikator elektabilitas untuk pemilu presiden atau pemilu legislatif. Dengan kata 

lain, Jakarta bukan hanya panggung lokal, tetapi juga laboratorium politik yang 

menunjukkan arah pergeseran strategi kekuasaan, perilaku pemilih, dan kualitas 

demokrasi di Indonesia secara keseluruhan. Jakarta tidak hanya menjadi simbol 

kekuasaan administratif, tetapi juga memainkan peran penting sebagai 

parameter politik nasional. Setiap dinamika politik yang terjadi di Jakarta 

memiliki referensi luas terhadap politik di daerah lain. Jakarta merupakan titik 

temu antara elite kekuasaan, institusi negara, masyarakat sipil, dan media 

nasional, menjadikannya barometer demokrasi sekaligus tempat uji coba 

berbagai strategi politik elektoral. Pemilihan kepala daerah, khususnya di kota 

besar seperti Jakarta, bukan hanya menjadi ajang kontestasi kekuasaan, tetapi 

juga mencerminkan seberapa inklusif dan representatif sistem demokrasi itu 

sendiri (Mietzner, 2014). 
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Namun, di balik gemuruh kontestasi Pilkada Jakarta yang ramai, terdapat 

pula fenomena partisipasi politik yang menunjukkan wajah lain dari demokrasi. 

Salah satunya adalah kecenderungan meningkatnya golongan putih (golput) 

pada Pilkada Jakarta tahun 2024. Kesenjangan inilah yang secara eksplisit 

disoroti dan ditindaklanjuti oleh Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK) 

menjelang Pilkada DKI Jakarta tahun 2024. JRMK merupakan sebuah 

organisasi masyarakat sipil yang menghimpun warga dari 32 kampung di 

wilayah Jakarta, termasuk Jakarta Barat, Jakarta Timur, dan paling banyak dari 

Jakarta Utara (Nefi, 2024). Anggotanya mayoritas terdiri dari pedagang kaki 

lima serta masyarakat urban miskin yang mengalami persoalan serupa, terutama 

kekecewaan terhadap memburuknya praktik demokrasi di tingkat lokal 

(Validnews, 2024) 

JRMK secara strategis menyerukan dan melakukan tindakan "coblos 

semua" pada surat suara. Meskipun secara teknis menghasilkan suara yang tidak 

sah, tindakan ini jauh dari sekadar kesalahan administratif. Bagi JRMK, langkah 

ini merupakan bentuk protes politik yang disengaja dan sarat makna, sebuah 

cara untuk menolak semua opsi kandidat yang dianggap tidak berpihak pada 

aspirasi mereka, sekaligus menyuarakan ketidakpercayaan terhadap proses 

representasi yang ada. Pilihan taktis JRMK ini dapat dipahami sebagai 

manifestasi dari demokrasi partisipatif, di mana warga negara tidak hanya pasif 

menerima pilihan yang ada, melainkan secara aktif menciptakan bentuk 

partisipasi mereka sendiri untuk memengaruhi arena politik dan menuntut 

akuntabilitas dari penguasa, sekalipun melalui jalur yang non-konvensional. 

Protes yang dilakukan oleh JRMK ini dimanifestasikan melalui berbagai 

cara, termasuk pernyataan terbuka dan aksi simbolik. Dalam kesempatan 

tersebut, JRMK secara lantang menyatakan bahwa ketiga pasangan calon 

gubernur-wakil gubernur yang tampil dalam kontestasi tidak satupun 

mencerminkan aspirasi dan kebutuhan nyata warga miskin kota. Mereka 

menilai bahwa proses seleksi dan pencalonan kandidat sepenuhnya 

dikendalikan oleh kepentingan elite politik yang mengabaikan suara masyarakat 

akar rumput (Yaputra, 2024). Kekecewaan ini diperkuat oleh suara kritis dari 
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Sherly, perwakilan warga Kampung Bayam, yang dalam sebuah orasi 

menyatakan bahwa warga kampungnya secara kolektif memilih untuk tidak 

mendukung satu pun pasangan calon dalam Pilkada Jakarta. Keputusan ini, 

menurutnya, dilandasi oleh rasa skeptis yang mendalam terhadap pemerintah, 

yang dianggap belum mampu menyelesaikan persoalan mereka. Fenomena ini 

menyoroti adanya kesenjangan yang mendalam antara janji-janji demokrasi 

representatif dan realitas pengalaman partisipasi kelompok marginal, 

mendorong mereka untuk mencari strategi baru dalam menegaskan eksistensi 

dan tuntutan politiknya  (Nefi, 2024). 

 

        Gambar 1. 1 Gerakan Coblos Semua JRMK 

 

(Sumber: Instagram @jrmk.jakarta) 

Protes lain diejawantahkan dalam bentuk seruan aksi simbolik berupa 

"tutorial nyoblos untuk Jakarta yang lebih demokratis" yang diunggah oleh akun 

Instagram JRMK Jakarta. Gerakan ini, yang juga disebut "gercos" (gerakan 

coblos semua), mengajak warga untuk mencoblos semua pasangan calon di 

surat suara sebagai bentuk protes politik, yang secara teknis akan membuat surat 

suara menjadi tidak sah. Tindakan ini bukan sekadar ketidaktahuan prosedur, 

melainkan bentuk ekspresi politik yang disengaja.  
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Fenomena ini menunjukkan bahwa gerakan Gercos tidak dapat dipandang 

secara terpisah dari konteks penyelenggaraan Pilkada Jakarta 2024 secara 

keseluruhan. Untuk memahami dampak serta signifikansi aksi protes politik ini, 

penting terlebih dahulu melihat gambaran umum mengenai jumlah pemilih dan 

partisipasi masyarakat yang tercatat dalam data resmi KPU. Melalui data 

tersebut, dapat ditelusuri sejauh mana tingkat partisipasi pemilih, besarnya 

angka golput, dan potensi hubungan antara suara tidak sah dengan gerakan 

protes politik yang muncul. 

 

Gambar 1. 2 Data Pemilih Daerah Khusus Jakarta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sumber: Komisi Pemilihan Umum Daerah Khusus Jakarta) 

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta tahun 2024 

merupakan salah satu momentum politik penting di Indonesia, mengingat 

Jakarta sebagai ibu kota negara memiliki posisi strategis baik dalam bidang 

pemerintahan maupun perekonomian nasional. Berdasarkan data resmi Komisi 

Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta, jumlah pemilih yang terdaftar 

dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) mencapai 8.214.007 pemilih. Angka ini 

terdiri dari 4.165.196 pemilih laki-laki dan 4.048.811 pemilih perempuan yang 

Gambar 1. 2 Data Pemilih Daerah Khusus Jakarta 
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tersebar di enam wilayah administratif, yakni Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, 

Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur. 

Dari total DPT tersebut, jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya 

pada hari pemungutan suara tercatat sebanyak 4.724.393 pemilih, atau sekitar 

57,52% dari keseluruhan pemilih yang terdaftar. Dengan demikian, terdapat 

3.489.614 pemilih atau 42,48% yang tidak menggunakan hak pilihnya (golput). 

Angka ini menunjukkan masih cukup tingginya tingkat golput di Jakarta, yang 

perlu menjadi perhatian dalam konteks partisipasi politik masyarakat. 

Angka ketidakhadiran pemilih yang masif (42,48%) menjadi sinyal awal 

adanya ketidakpuasan mendalam terhadap sistem dan pilihan kandidat yang 

tersedia. Hal menunjukkan adanya indikasi kuat dari ekspresi ketidakpuasan 

politik melalui penolakan terhadap opsi yang tersedia dalam pemilu 

 

Gambar 1. 3 Data suara tidak sah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sumber: Komisi Pemilihan Umum Daerah Khusus Jakarta) 

Selain itu, persoalan lain yang muncul adalah tingginya angka suara tidak 

sah. Berdasarkan data rekapitulasi KPU, dari total 4.724.393 surat suara yang 

digunakan, terdapat 4.360.629 suara sah dan 363.764 suara tidak sah, atau 

sekitar 7,7% dari total surat suara. Suara tidak sah ini muncul karena berbagai 

Gambar 1. 3 Data Suara Tidak Sah 
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faktor, seperti surat suara yang dicoblos lebih dari satu pasangan calon, surat 

suara yang tidak dicoblos sama sekali, maupun kerusakan fisik pada surat suara. 

Fenomena tingginya suara tidak sah ini tidak dapat dilepaskan dari konteks 

sosial dan politik yang melingkupi kehidupan warga, khususnya kelompok 

masyarakat miskin kota. Bagi sebagian dari mereka, proses pemilihan tidak 

hanya soal memilih calon pemimpin, tetapi juga berkaitan dengan pengalaman 

panjang ketidakpercayaan terhadap negara dan institusi politik yang dianggap 

tidak menghadirkan perubahan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi ini 

menciptakan jarak antara warga dan ruang-ruang partisipasi formal, sehingga 

pilihan untuk tidak menggunakan hak pilih, atau secara tidak sengaja 

menghasilkan suara tidak sah, dapat dipahami sebagai ekspresi dari 

keterasingan politik. 

Di sinilah letak problematisasi yang menjadi dasar penelitian ini. Secara 

normatif, Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada sebagai sarana representasi 

rakyat. Namun praktiknya, masih banyak kelompok masyarakat terutama warga 

miskin kota yang merasa tidak memiliki tempat dalam sistem tersebut. Mereka 

menghadapi faktor-faktor struktural seperti kebijakan kota yang kurang 

berpihak, dan minimnya saluran partisipasi formal yang efektif. Dalam 

menghadapi batasan-batasan struktural ini, JRMK sebagai sebuah organisasi, 

dengan agensi kolektifnya, yaitu memutuskan untuk melakukan tindakan 

"coblos semua", tindakan itu menjadi bentuk ekspresi sebagai penolakan 

strategis terhadap sistem yang mereka anggap telah gagal mewakili kepentingan 

mereka. Hal ini menjadi landasan, untuk mengetahui bagaimana habitus 

kolektif dan mobilisasi modal Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK) digunakan 

dalam arena politik untuk membentuk gerakan “coblos semua” sebagai praktik 

sosial. 

Kondisi ini juga membuka ruang untuk melakukan penelitian dalam melihat 

bentuk dan makna aspirasi dan gerakan “coblos semua” yang dilakukan oleh 

JRMK sebagai respons terhadap Pilkada Jakarta 2024. Penelitian ini tidak hanya 

ingin menggambarkan fenomena protest vote sebagai statistik, tetapi ingin 

menggali narasi, motivasi, dan pemaknaan politik dari para pelakunya dalam 
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hal ini Jaringan Rakyat Miskin Kota atau JRMK. Dengan kata lain, fokus 

penelitian ini adalah pada pengalaman politik dari Jaringan Rakyat Miskin Kota 

dalam menginisiasi bentuk dari sebuah partisipasi politik dalam konteks Pilkada 

Jakarta tahun 2024. 
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     B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana habitus kolektif dan mobilisasi modal Jaringan Rakyat 

Miskin Kota (JRMK) digunakan dalam arena politik untuk membentuk 

gerakan "coblos semua" sebagai praktik sosial? 

2. Bagaimana bentuk dan makna aspirasi yang dilakukan oleh Jaringan 

Rakyat Miskin Kota (JRMK) dalam Pilkada Jakarta 2024 melalui 

gerakan "coblos semua"? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk menganalisis habitus kolektif dan mobilisasi modal Jaringan 

Rakyat Miskin Kota (JRMK) pada arena politik dalam membentuk 

gerakan “coblos semua” sebagai praktik sosial 

2. Untuk memahami bentuk serta makna aspirasi yang dilakukan oleh 

Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK) dalam Pilkada Jakarta 2024 

melalui gerakan “coblos semua”. 

D. Kegunaan Penelitian 

1. Kegunaan Ilmiah 

Secara ilmiah, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah 

literatur tentang partisipasi politik non-konvensional, khususnya "protest 

vote" yang dilakukan oleh kelompok marginal dalam konteks demokrasi 

elektoral di Indonesia. Temuan penelitian ini akan memberikan perspektif 

empiris yang lebih mendalam mengenai bagaimana teori demokrasi 

partisipatif dapat diterapkan untuk memahami bentuk-bentuk partisipasi di 

luar jalur formal dan bagaimana kelompok terpinggirkan berupaya 

menyuarakan aspirasi mereka ketika merasa tidak terwakili. Penelitian ini 

juga diharapkan dapat menjadi landasan bagi studi-studi lanjutan mengenai 

gerakan sosial dan partisipasi politik dari perspektif akar rumput. 

2. Kegunaan Praktis 

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi berbagai 

pihak, terutama penyelenggara pemilu, partai politik, serta pembuat 

kebijakan di tingkat daerah maupun nasional. Temuan penelitian ini dapat 

membantu pihak-pihak tersebut untuk memahami mengapa sebagian warga, 
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khususnya kelompok masyarakat miskin kota, memilih untuk tidak 

berpartisipasi dalam pemilu secara formal, dan bagaimana mereka 

mengartikulasikan aspirasi politik mereka melalui gerakan “coblos semua” 

Pemahaman ini penting untuk memperbaiki mekanisme representasi dan 

meningkatkan kualitas demokrasi, terutama dalam hal penyusunan 

kebijakan yang lebih inklusif serta peningkatan partisipasi yang bermakna 

bagi kelompok yang selama ini terpinggirkan. Selain itu, penelitian ini juga 

bermanfaat bagi organisasi masyarakat sipil dan kelompok advokasi seperti 

JRMK dalam merumuskan strategi gerakan yang lebih efektif dalam 

memperjuangkan hak-hak politik dan sosial anggotanya. 

E. Kerangka Berpikir 

 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam fenomena 

Gerakan Coblos Semua (Gercos) oleh Jaringan Rakyat Miskin Kota 

(JRMK) dalam konteks Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta tahun 

2024. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini akan menggunakan 

perspektif teoritis dari Teori Praktik Sosial, Teori Demokrasi, dan Teori 

Partisipatif Politik. Kerangka berpikir ini akan menjelaskan bagaimana 
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konsep-konsep kunci dari teori tersebut akan digunakan untuk menjawab 

rumusan masalah penelitian. Teori Praktik Sosial digunakan untuk 

menganalisis habitus kolektif dan mobilisasi modal Jaringan Rakyat Miskin 

Kota (JRMK) pada arena politik dalam membentuk gerakan “coblos semua” 

sebagai praktik sosial, serta Teori Demokrasi Partisipatif menafsirkan 

makna aspirasi yang disampaikan melalui gerakan tersebut, serta Teori 

Partisipasi Politik untuk menjelaskan Gercos sebagai bentuk Partisipasi 

Politik. 

Kerangka berpikir ini diawali dengan Pilkada Jakarta 2024 sebagai 

konteks umum dan arena politik yang melatari seluruh dinamika yang 

diteliti. Pilkada Jakarta, sebagai kontestasi politik lokal berskala nasional, 

menjadi panggung di mana berbagai aktor dan kepentingan berinteraksi. 

Dalam ranah inilah, Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK) muncul sebagai 

aktor kunci, sebuah organisasi masyarakat sipil yang mewakili kepentingan 

warga miskin urban, yang pada Pilkada kali ini memilih untuk menyuarakan 

aspirasinya melalui gerakan “coblos semua”. 

Untuk memahami mengapa JRMK memilih bentuk protes tersebut dan 

bagaimana faktor-faktor pendorongnya bekerja, penelitian ini menggunakan 

Teori Praktik Sosial Pierre Bourdieu. Habitus akan dipahami sebagai sistem 

disposisi yang diinternalisasi oleh anggota JRMK, yang terbentuk dari 

pengalaman hidup kolektif mereka sebagai kelompok yang termarginalkan. 

Fokusnya adalah pada disposisi yang mendorong mereka memilih bentuk 

partisipasi nonkonvensional seperti Gerakan 'coblos semua'. Arena 

dipandang sebagai ruang sosial kompetitif di mana berbagai aktor 

berinteraksi dan bersaing untuk sumber daya politik. Arena ini 

kemungkinan besar dirasa tidak berpihak atau tidak responsif terhadap 

aspirasi mereka, sehingga memicu pencarian bentuk ekspresi politik lain. 

Modal mengacu pada beragam sumber daya yang mereka miliki dan 

manfaatkan dalam arena ini untuk kemudian diakumulasikan dan 

membentuk praktik sosial. 
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Interaksi antara Habitus JRMK, ranah politik Pilkada Jakarta yang tidak 

inklusif, dan mobilisasi modal yang mereka miliki secara kolektif, menjadi 

faktor pendorong yang menghasilkan Praktik Sosial Gerakan "Coblos 

Semua Paslon". Tindakan ini adalah manifestasi konkret dari agensi JRMK 

dalam merespons kondisi struktural yang mereka hadapi. Hal ini perlu 

diuraikan faktual untuk melihat habitus kolektif dan mobilisasi modal 

Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK) pada arena politik dalam membentuk 

gerakan “coblos semua” sebagai praktik sosial 

Dalam menganalisis bentuk dan makna aspirasi dari gerakan "coblos 

semua paslon", penelitian ini akan menggunakan lensa Teori Demokrasi 

Partisipatif dan Teori Partisipasi Politik. Teori ini memungkinkan peneliti 

untuk menginterpretasikan praktik Partisipasi  Politik Nonkonvensional 

JRMK sebagai bentuk keterlibatan aktif yang sah. Melalui teori ini, akan 

digali bagaimana gerakan "coblos semua" ini berfungsi sebagai bentuk 

ekspresi, penolakan terhadap representasi yang tidak memadai, serta upaya 

JRMK untuk menegaskan kembali agensi politik dan menuntut akuntabilitas 

dalam kerangka demokrasi yang lebih inklusif.  


